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PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) hurul d Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis  Pajak
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan
dengan Peraluran Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Fajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1881 Nomor 76, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209},

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat |l Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3824),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Feraturan
Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437) sebagamana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 4844),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504%),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelclaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembernian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penvyidik
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11 Peraturan Daerah Kota Temate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan
Umum (Lembaran Daerah Kola Ternate Tahun 2007 Momor- 13 Sen E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28)

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lebaran Daerah Kota Ternate Tahun
2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :.
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1
3

3.
4.

~d D

10

11

12
13

14,

15.
16.

Daerah adalah Kola Ternate.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagal unsur
panyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Ternate,

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Ternate.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah yang selanjuinya disingkatl
DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate.

Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajaxan daerah
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipuli perseroan lerbatas,
perseroan komandiler, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, crganisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyal.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dan sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraluran perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pamungut pajak, yang mempunyai hak dan kewa|iban perpajakan sesual dengan kelenluan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 {liga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang lerutang adalah pajak yang harus dibayar pada sualu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
parundang-undangan perpajakan daerah.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegialan mulai dan penghimpunan dala objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang lerulang sampal kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya

Sural Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/alau harta dan kewajiban sesual dengan
kelentuan peratluran perundang-undangan perpajakan daeran.

Sural Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran
alau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempatl pembayaran yang ditunjuk olen
Kaepala Daerah.

Sural Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKFPDKE, adalah
sural keletapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan alas jumlah pajak
yang lelah ditetapkan.

Sural Keletapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah sural
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLE, adalah
sural ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STFD, adalah sural uniuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga danfatau denda.

Sural Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruarr dalam penerapan kelentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Fajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepulusan atas keberatan lerhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keletapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daarah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Suratl Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan cleh \Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Pernbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur  untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumiah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
perlode Tahun Pajak lersebut.

Peineriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, kelerangan,
dan/alau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemariksaan untuk menguji kepaluhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daeran.

Penyidikan lindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serla mengumpulkan buktt yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang lerjadi serta menemukan
lersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi

untuk dimanfaatkan.
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Pasal 3

Objek Pajak adalah kegialan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

asbes,

balu tulis;

halu setengah permala,

balu kapur,

atlu apung;

lsatu permata;

bentonit;

Jolomit;

leldspar,

garam batu (halite);

grafit;

granit/andesit;

. Qips,

kalsit;
kaolin,
lausit;
magnesit;
mika;
marmer,
nitrat,
opsidien,
oker,

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa,
periit,
phospal,

. lalk,

_tanah serap (fullers sarth);

. {anah diatome,

. tanah liat;

. tawas (alum),

f. lras;

gg. yarosif,

hh. zeolit;

il basal;

ij. traklit; dan

kk Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan
rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon,
penanaman pipa air/gas;

b kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari
kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial,
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Pasal 4
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam

dan Batuan, .
Wallb Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan

Baluan

BAB Il
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal &
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan.
Nilal jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ionase
hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga slandar masing-masing jenis Mineral Bukan



(3) Milai pasar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah harga rata-rata yang berigku d
lokasi setempat di wilayah daeran.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh
inslansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pasal &
Tarif Pajek ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7
Besaran Fokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tanf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
ayat (1).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Pajak yang terutang dipungul di wilayah daerah lempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan berlokasi

BAB YV
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9
(1) Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (salu) bulan Kalender kecual ditetapkan lain oleh

Wallkota.
(2) Saal Pajak Terutang adalah pada saaf pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB VI -
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1} Seliap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta dilandalangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

{3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala DPPKAD, paling
lambat 15 (ima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

(4) Benluk, isi, tala cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan
Wallkota

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 11
Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri
dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima} tahun sesudah saat lerutangnya pajak, Walikota dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kelerangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu terlentu dan
getelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;,

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabaian.

b SKPOKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
¢ SKPON jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
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Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administralif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
darl| jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3 dikenakan sanksi administralif berupa kenaikan sebesar 25% ({dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waklu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB Vill
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13
Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
a pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh lempo pembayaran;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14
Pembayaran Pajak yang lerutang harus dilakukan sekaligus atau lunas
Pajak dilunasi paling lambat 30 (lga puluh) har kerja selelah saal lerutangnya pajak yang
merupakan tanggal jaluh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya
SKIPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka wakiu paling lama 1
(salu) bulan sejak langgal diterbitkan.
Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pembayaran, penyeloran, pembayaran dengan
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak dialur dengan Peraturan VWalikota,

Pasal 15
Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang diletapkan
cleh Walikola
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
8SPD
Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Walikola.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16
Surat Teguran alau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagal awal indakan
pelaksanaan penagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak, dikeluarkan 7
(tujuh) har sejak saat jatuh tempo pembayaran
Dalam jangka waktu 7 (lujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang.
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Surat teguran, sural peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaxsud pada
ayal (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabal yang ditunjuk.

Pasal 17
Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pemnbelulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat dilagih dengan Sural Paksa.
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB Xl
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI| ADMINISTRASI

Pasal 18

Atas permohonan Wajib Pajak alau karena jabatannya, Walikota dapal membelulkan

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan lulis dan/atau kesalahan hitung dan/alau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Walikota dapal !

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administralif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya,

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

¢. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
lidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e Mengurangkan ketetapan pajak lterutang berdasarkan perimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Kelentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembalalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayal (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB Xl
KEBERATAN DAN BANDING

Baglan Kesatu
Keberatan

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk
alas sualu :
& SKPDKB,
b. SKPDKBT,
¢. SKPDLE;
d. SKPDN, dan
e Pemolongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraluran

perundangundangan perpajakan daerah.
Keberatan diajukan secara teriulis dalam bahasa Indonesia dengan disertal alasan-alasan
yang |elas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waklu paling lama 3 (liga) bulan sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika
Wajib Pajak dapal menunjukkan bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50 % (ima
puluh parsen).
Kaberatan yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tdak
dipertimbangkan.
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Tanda penernmaan sural keberatan yang dibenkan oleh Walikota stau pejabat yang ditunjux
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukt
panenmaan sural keberatan.

Pasal 20
Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat
Keberalan diterima, harus memberi keputusan atas keberalan yang diajukan.
Keputusan \Walikota alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atadl sebagian,
menolak alau menambah besarnya pajak yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak
mainberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 21
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lertulis dalam
bahasa |ndonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Pulusan Banding.

Pasal 22
Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelabihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persaen) sebulan untuk paling lama 24 {dua puluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihilung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLB.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikena
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumiah pajak
berdasarkan kepulusan keberatan dikurangl dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
Dalam hal permohaonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenal sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seralus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Pulusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberalan.

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
peimohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikola
udak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan unluk melunasi terlebin
dahulu utang Pajak tersebut,
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilerbitkannya SKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Wallkola memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelerlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak
Tate cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



BAB Xl
KEDALUWARSA

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui wakiu 5
(lima} tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Keclaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
a diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampalan Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahul dari pengajuan permchonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permahonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Wallkota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sabagaimana dimaksud pada ayal (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dialur dengan Peraturan
Wallkola.

_ BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dapatl diberi insenuf atas dasar
peniapaian kinerja tertentu.

(2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak paling tinggi sebesar 5% (lima
persen), dari rencana penserimaan Pajak dalam lahun anggaran berkenaan.

(3) Pemberian insenlif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan melalul Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daarah,

(4) Tala cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

(1) Setiap pejabal dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesualu yang dikelahui
alau diberitahukan kepadanya oleh VWajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraluran perundgang-
undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} adalah :

a Pejabal dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
|»engadilan;

b. IPejabal dan/alau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan
kepada pejabatl lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan
jpemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Unluk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
agar memberikan keterangan, memperlinatkan bukli tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Uniuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota
dapal memberi izin lertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga
bl enbamalmmams mdAirabed mada auat (Y ik mambarikan dan memperlibatkan bok
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Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayal (5) harus menyebutkan nama {ersangka
atau nama lergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan anlara perkara pidana alau
perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketantuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

¢ meminta kelerangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
lindak pidana di bidang perpajakan Daerah,

d memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
tlokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

{ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;, -

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau lempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
tlan/atau dokumen yang dibawa,

" h. memotret sesecrang yang berkaitan dengan lindak pidana perpajakan Daerah,

| memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

| menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) membentahukan dimulainya penyidikan dan

menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabal FPolisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPO atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 {salu}
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Waib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau lidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar

Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituniut setelah melampaui jangka waktu S
(ima) lahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian
Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan



Pasal 31

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak
memenuh| kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Fasal 27 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupian).

(2) Pejabat atau lenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenunhi
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan lidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00
(sepuluh jula rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesual dengan sifatnya
adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena
itu dijadikan indak pidana pengaduan.

Pasal 32
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1) dan
ayal (2) merupakan penermaan negara. .

BAB XVIll
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

(1) Sernua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pengambilan dan FPengolahan Bahan Galian
Golongan C) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Oaerah ini
dinyatakan telap berlaku.

(2) Ketantuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur
dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota,

Pasal 34
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Momor 6
Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dicabul dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peratluran Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat  Paraf Ditetapkan di Ternate
4_ pada tanggal 7 Januari 2011

Sehretans Daerah

Agisten Tala Praja \ I Wi;;?’ﬁ TERNATE,

Kadis PPKAD ‘h'

Kobag Hukum g’

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan dl Ternate
pada tanggal 7 Januari 2011

BEKRETARIS AH KOTA TERNATE,

ISNAIN Hi. IBRAHIM



Pasal 31

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya ldak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan
ayal (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya alau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajpban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

(3) Penunlutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar

{(4) Tunlutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (£) sesual dengan sifalnya
adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wapb Pajak, karena
itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 32
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayal (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1) dan
ayal (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini

(1) Semua Peraluran dan Kepulusan Walikota yang berkailan dengan pelaksanaan pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pengambilan dan Pengalahan Bahan Galian
Golongan C) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan lelap berlaku.

(2) Kelentuan lebih lamut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dialur
dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 34
Pada saal berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternale Nomor 6
Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dicabut dan

dinyalalkan tidak berlaku.

Pasal 35

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Januarn 2011

WALIKOTA TERNATE,
fﬂjﬂ -

e
BURHAMN ABDURAHWAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 7 Januari 2011

SEKRETARIS D H KOTA TERNATE,

ISNAIN Hi. IBRAHIM



